LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 2 TAHUN : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan
Kabupaten Kulon Progo yang terarah, terpadu,
dinamis, berkesinambungan, produktif dan
partisipatif, perlu disusun rencana Pembangunan
Daerah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal
150 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

Mengingat :

1.

2.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2011-2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik
Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu
Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor
101);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001
tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 440535);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana  Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010-2014;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3
Seri E);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8 Seri
E);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2007 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011-2016.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen
dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan
yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang
merupakan penjabaran visi, misi, dan program
Bupati dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2016 yang
selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2011-2016.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud RPJMD adalah sebagai acuan resmi bagi
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dalam menyusun Rencana Strategis
SKPD, Rencana Kerja SKPD sekaligus merupakan
acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan
tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian
forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah secara berjenjang.

Pasal 3

Tujuan RPJMD adalah :

a. sebagai satu acuan resmi bagi seluruh jajaran
Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan tahunan yang
akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

b. sebagai satu tolok ukur untuk mengukur dan
melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;

C. sebagai penjabaran gambaran tentang kondisi
umum daerah sekarang dalam konstelasi regional
dan nasional sekaligus memahami arah dan
tujuan yang ingin dicapai dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Bupati;



